
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : c/366/vI.O2 | HK I 2024

TENTANG

Membaca

Menimbang a. bahwa rrntuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan
bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah,
sebelum ditetapkarr disampaikan kepada Gubernur untuk
dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Ralcanga'r Peraturan Bupati Kabtrpaten Lampung Barat
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angqaran
2023;

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERATI IGBUPATEN
LAMPUNG BARAT TENTANG PERTAN(X}UNGJAWABAN PELAKSANAAN

,ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN AI{GGARAN 2023 DAN RANCANGAI{ PERATURAN BUPATI

LAMPUNG BARAT TENTANG PEIVJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

TAIIUI{ ANGGARAN 2023

GUBERfiUR LA.IIIPUNG,

Surat Bupati Lampung Ba-rat Nomor : 9001586/IV.O1/2024
tanggal 4 Juni 2C24 Perihal Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten l,ampung Barat tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 d,an Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapacan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
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Mengingat l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Irtomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nornor 6 Tahun 2023 (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 l0 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahaa (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara F.epublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenalg Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

5. Peraturan Pemerintah Nomcr 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuarr.gan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 1425);

7. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor l l Tahun 2017
tentang Pedoman Eva_luasi Rancangan peraturan Daerah
tentang Pertangungiawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan peraturaa
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlZ Nomor 4SO);

8. Peraturan Merrteri Da-lam Negeri Nomor ZT Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O2l
t?ntang Peraturan Pelaksanaal peratural pemerintah
Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 397);
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Menetapkan

KtrSATU

KEDUA

KETIGA

MEMU'IUSI(AN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
],AMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN I]ELANJA DAERAH TAHUN .{NGGARAN
2023.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung
Barat segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi
sebagaimana dirnaksud Diktum Kesatu dan menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor
Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupa.ti
menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Lampun.g Barat
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belalja Daeral" Tahun Anggarari
2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat paling larna 7
(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD
Kabupaten Lampung Barat, dan Bupati Lampung Barat
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan.A,nggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 menjadi Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Lrndargan.



KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:
1. Menter:i Dal8m Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keurngpn Republik tadonesia;
3. Kepala Badan Femeriksa Keuangan Republik Ldonesia Perwakilan Prcvinsi Impung;
4. PiEpinsn DPRD Kabupaten LaEpung Barat;
5. lnspektur Provinsi Lsmpung;
6. Kepala Biro Hukurn Selsetariat Daerah Provinsi tampung;
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Bupati Lampung Barat segera menyampaikan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati
Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal qJuni 2024

Pj. G,
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LAMPIRAN
KEPU'IUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : G/366/vt.o2/HK/2o24
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
T,ABUPATEN LAMPUNG BAP.AT TENTANG
PER'TANGGUNGJAWAB.q,N PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAFIUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAT\ PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA.H TAHUN
AI{GGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN T'ERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPT'NG BARAT TDIITANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.'A DA.ERAH

TAIIUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PEUJABARAN

PERTANGGUNGJAtrTABAN PELAKSAITAAT{ AITGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DATRAH TAHI'N ANGGARAN 2023

EVALI.IASI KONSISTEIYSI
Terdapat kesesuaial €rntara Rancangan peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungiawabaa Pelal<sanaari Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan peraturan Bupati Nomor 22
Talrun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belalja Daerah Tahun 2O23.
Pemerintah Kabupaten Lampung Bara.t agar dapat mempertahankax
konsistensi antara Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
Pertanggungiawaban Pela1<sanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2O23.

II EVALUASI I(IBIJAI{AN
2.I RTALISASI PEI{DA,PATAN DA"ERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp985.836.203.764,84 atau setara dengan 99,69ok dari yang
dianggarkan sebesar Rp988.918.7O8.180,O0 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Pendapatan Ash Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Angg aran 2023
sebesar Rp68.748.525.754,84 atau setara dengan l}S,lgoh
Iebih besar dari target ya_ng dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yattu
sebesar Rp65.358. 127.4 13,00.
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Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada
Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih kecil dari realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tehun Anggaran 2022, dimana
realisasi Pendapatan AsIi Daerah Ta_hun Anggaran 2022 adaJal':r
sebesar Rp70.315.342.633,28. Anggaral dan realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran '2023 adalah sebagai
berikut:
1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah l'ahun Anggaran 2023
sebesar Rp14.854.325.262,OO atau setara dengan gg,l2yo
lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar
Rp14.986.447.574,OO. Berdasarkan data .5 (lina) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatarr pajak Daerah
adalah sehagaimana tercantum dalarn tabel sebagai berikut:

Tahun Realisasi (Rp) o/o

I 2 3
13.376.645.930,00

4
2019 12.289.481.833,OO
2020 10.984.037.486,00
2021 t2.618.911.060,00

108,85
107,38
103,44

2022 14.367.963.003,00 100,16
202s

Anggaran (Rp)

r 1.794.800.883,00
13.O52.71r.728,OA
14 .390 .450 .282,OO

14.986.447 .57 4,OO t4 .854.325.262,OO 99 1,2

2) Retribrrsi Daerah
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
2O23 sebesar Rp2.305.628.8OO,OO atau setara dengan
95,92o/o lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar
Rp2.403.681.111,00. Bcrdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir Anggaran dal Realisasi Pendapatan Retribusi
Daerah adalah sebagaimana tercantum da_lam tabel sebagai
berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2

2019 2.238.796.230,OO
2020 4.754.838.247,OO

3 4
2.227.953.290,OO
3.0 18.063.766,00
3.516.611.279,25
2.237 .859.702,50

99,52
63,47

2021 4.235.66t.a47 ,OO

2.363.387.207 ,OO

83,02
2022 94,69

95,922023 2.403.681.1 1 1,00 2.305.628.800,00

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar
RpS.653.827.320,95 atau setara dengan 100,00% dari target
yang dianggarkal sebesan Rp5.653.a27.321,OO.
Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan adurlal sebagaimana tercantum dalam
tabel sebagai berikut:

I

I



6

Tahun Anggaran (Rp)
.)

4
2019 4.431.364.506,76 3.409.190.602,76 100,oo
2020 4.757.968.4t3,47 4.13t.364.506,76

5.923.153.837,O4
100,o0

2021 5.923. 153.836,OO
6.623.153.836,00

100,oo
202',2 5.569.O77 .7 16,21 84,08
2023 100,00

Realisasi (Rp) tk

.)

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sa1.
Realisasi Lain-lairr Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp45.934.244.32L,gg atau setara
dengan 108,56010 lebih besar dari target yang dianggarkan
sebesar Rp42.374.771.4O7,OO- Berdasa;:kan data 5 (lima)
tahun terakhir F-nggaran dan Realisasi pendapatan Asli
Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp)

49.006.415.713,30
44.117.954.932,57 94,58

45.934.744.371,89 1C8,56

b. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anglaran 2023 sebesar
Rp917.O87.678.010,00 atau setara dengan 99,30o/o lebih kecil
dari target 1'ang dialggarkan sebesar Rp923.560.S8 O.Z 6T,OO.
Anggaran dan realisasi PenCapatan Transfer Tahun Anggaran
2023 adalah sebagai berikut:
1) Realisasi Pentlapatal Transfer Pemerintah pusat sebesar

Rp855.646.664.112 atau setara dengan lOO,5Zo/o lebih besar
dari target yarrg dianggarkan sebesar
Rp850.778.668.525,O0.

2) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar
Rp61.441.013.898,00 atau setara dengan 84,42yo lebih kecil
dari target yang dianggarkan sebesar Rp7 2.7 8 1.9 L2.242,O0.

2.2 EVALVASI REALISASI PEITDAPATA]T DAERAII
a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang

dianggarkan, pada:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendapatan Retribusi dari Rincian Otrjek Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub Rincian objek
Retribusi Pemakaian Ruang kode rekening
4. 1 .O2.O2.O 1 .0005 terealisasi sebesar Rp4. 750.000,00 atau
setara dengan 237% dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.OOO.OOO,OO;

I

Realisasi (Rp) 'vc

1 2 3
2019 45.231.452.94A,tO 100

4

2020 4r.596.621.104,74 91,88
708,42

45.231.452.948,1O
45.274.459.533,27
45.200.601.574,O02021

2022

2023 42.3r4.t71.407,oo

5.653.827.321,00 s.653.827.320,95

50.873.650.425,O0
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2) RSUD Alimuddin Umar
Pendapatan dari Lain-lain pAD yalg Sah Rincian Objek
pendapatan BLUD dengan Sub Rincian objek pendapatan
BLUD kode rekening 4. i.O4 J,6.O l.0OO 1 terealisasi sebesar
Rp24.316.518.661,OO atau setara dengan llgyo dari yang
dianggarkan sebesar Rp2O.605. 66 1.000,00;

3) Dinas Lingkungan Hidup
Pendapatarr Retribusi dari Retribusi Daerah dengan Rincian
Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair dengan Sub
Rincian ohjek Retribusi Rumah Tangga kode rekening
4. l.O2.O l. 10.000 I terealisasi sebesar Rp 1. 553.500,00 atau
setara dengan 2O5o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp756.439,00;

4) Dinas Perhubungan

a) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daeral dengaa Sub Rincian objek
Retribusi Penyewaaan tanah dan bangunan kode
rekening 4.1.O2.O2.O1.OOO1 terealisasi sebesar
Rp2.700.O00,00 atau seta-ra dengan l5O% dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1.80O.000,00;

b) Pendapatan Retribrrsi dari Rincian Objek Retribusi
Tempat khusus Parkir dengan Sub pJncian objek
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus parkir kode
rekening 4. 1.02.O2.05.0O01 terealisasi sebesar
Rp25.348.0OO,00 atau setara dengan l l0% dari yang
dianggarkan sebesar Rp22.848.O00,00;

5) Dinas Komunikasi dan Informatika

Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub Rinciarr objek
Retribusi Penyewaaan tauah dan bangunan kode rekening
4.1.O2.O2.O L.O00 I terealisasi sebesar Rp5.400.000,00 atau
setara dengan Ll2,So/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp4-800.0o0,00;

5) Sekretariat Daerah

Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub Rincian objek
Retribusi Penyewaaan tanah dan bangunan kode rekening
4. 1.O2,.O2.O 1.000 1 terealisasi sebesar Rp I 4.000.000,00 atau
setara dengan L27o/o Cari yang dianggarkan sebesar
Rp1 1,000.0oo,o0;

7) Badan Pengelola Keuangan Daerah

a) Pendapatan dari Pajak Daerah dengan Sub Rincian objek
Pajak Hotel kode rekening 4.1.01.06.01.0001 terealisasi
sebesar Rp130.386.070,00 atau setara dengan llgo/o
dari yang dianggarkan sebesar Rp 109.713.2O0,00;
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b) Pendapatan dari Pajak Daerah dengan Sub Rincian objek
Pajak Warung dan Sejenisnya kocle rekening
4.1.01.O7.O5.OOO1 terealisasi sebesar Rp19.521.5G0,O0
atau setara dengan I 19% dari yang dianggarkan sebesar
Rp 16.380.0OO,OO;

c) Pendapatan dari Pajak Daerah dengan Sub Rincian objek
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
kode rekening 4. 1.01.09.O l.0OO 1 terealisasi sebesar
Rp 153.057.616,OO atau setara dengal 142%o dan yang
dianggarkan sebesar RpIOZ .7 56.437,OO;

d) Pendapatan dari Pajak Daerah dengan Sub Rincian objek
BPHTB Pemindahan Hak kode rekening
4. 1.0 1.09.0 1.000 I terealisasi sebesar Rp369.025, l00,OO
atau setara dengal l22o/o dai yang dianggarkan sebesar
Rp300.OO0.OOO,OO;

e) Pendapatarr Retribusi Daerah dari Rincian Objek
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub
Rincian objek Retribusi pemakaian Ruangan kode
rekening 4.l.O2.O2.Ol .OOOS terealisasi sebesar
Rp7.000.000,00 atau setara dengan 1160/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp6.0OO.00O,00;

f) Pendapatan Lain-Iain PAD yang Sah dengan Sub Rincian
objek Pendapatan Bunga Atas penempatan Uang
Pemerirrtah Daerah kode rekening 4. 1.O4.07.O 1.0O01
terealisasi sebesar Rp2.135.069.626,0O atau seta-ra
dengan 123y" dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.73O.869.354,OO;

g) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dengan Sub Rincian
objek Pendapatan Denda ptsBp2 kode rekening
4.l.O4.l2.L5.OOOl terealisasi sebesar Rp1.376.2S7,O0
atau setara dengan 258yo dari yang dianggarkal sebesar
Rp532.866,00;

h) Pendapatan Lain-lain PAD yalg Sah dengan Sub Rincian
objek Pendapatan dari pengembalian Kelebihan
Pembayaral Belanja Jasa Kantor pembayaran pajak, Bea
dan Perizinan kode rekening 4.1.O4. lS. 16.0067
terealisasi sebesar Rpl.381.369,00 atau setara dengan
3.352o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp4 1 .20O,00;

i) Pendapatan Transfer dengal Rincial Objek Dana
Transfer Umum-DBH dengan Sub rincian Objek DBH
Pajak Bumi dan Bangunan kode ,:ekeling
4.1.01.01.01.0001 terealisasi sebesar
Rp6.O69.OO5. L42,OO atau setara 3160/0 dar-i yang
dianggarkan sebesar Rp 1.932.733. l42,OO;
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b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan,
pada:

1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah perinchrstrian dan
Perdagangan

a) Pendapatal Retribusi dari Objek Retribusi Jasa Umum
dengan Sub Rincian objek Retribusi pelayalan
Persampahal Kebersihan kode rekening
4. 1.O2.O 1.02.000 I terealisasi sebesar Rp34.548. 000, 0O
atau setara dengan 65% dan yang dianggarkan sebesar
RpS2.80O.oOO,oO;

b) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi
Pelayanan Pasar dengaa Sub Rincian objek Retribusi
Pelataran kode rekening 4. 1.C2.0 1.05.000 1 terealisasi
sebesar Rp35.648.0OO,OO atau setara dengao 67%o dari
yang dianggarkan sebesar Rp52.g00.0O0,O0;.

c) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi
Pelayanan Pasar dengan Sub Rincian objek Retribusi Los
kode rekening 4.1.O2_01.O5.0OO2 terealisasi sebesar
Rpl11.176.800,00 atau setara dengan 66%o dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1 57.25 1.200,00;

d) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi
Pelayanan Pasar dengan Sub Rincian objek Retribusi
Kios korle rekening 4. 1.O2.0 l.OS.OOO3 terealisasi sebesar
Rp52.344.172,00 atau setara dengan T2o/o d,ai yang
dianggeu-kan sebesar Rp7 2.460.97 2,OO:

e) Pendapatan l,ain-lain PAD Ya_r:g Sa.l. dengan Sub Rincian
Objek Pendapatan Hasil pengelolaan Dana Bergulir Kode
rekening 4.1.04.19.01.0001 terealisasi sebesar
Rpl2 .444 .6 12, 0O atau setara 3 1 yo dari yang dianggarkan
sebesar Rp40.575.000,0O;

2) Dinas Kepemudaaan Olahraga dan pariwisata

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sub Rincian Objek
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/pesanggrahan
atau Villa kode rekenin g 4.1.O2.O2.06.0001 terealisasi
sebesar Rp88.894.OOO,OO setara dengan Z3yo dari yang
dianggarkan sebesar Rp 122. I 50.000,00;

3) Badan Pengelola Keuangan Daerah

a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek
Tuntutan Ganti Kcrugian Daerah terhadap Bendahara
kode rekening 4.1.04.08.01.OO01 terealisasi sebesar
Rp39.300.0O0,00 setara 39olo dari yang dianggarkan
sebesar Rpl OO. 186.524,O0;
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b) Pendapatan Lain-lain pAD yang Sah Sub Rincian objek
Pendapatan dari pengembalial Kelebihan pembayaran
Perjalanan Dinas Dalam Negeri - perjalanan Dinas Biasa
kode rekening 4.1.O4.1S.04.OOOl terealisasi sebesar
Rp1.250.00O,00 setara 620/o dari yang diaaggarkan
sebesar Rp2.000.000,00;

c) Pendapatal Lain-lain pAD yalg Sah Sub Rincian objek
Pendapatan dari pengembalian Kelebihan pembayaran
Belanja Bararrg dan Jasa BOS kode rekening
4.2.O1.01.O1.OO0 terealisasi sebesar Rp2.S90.OO0,0O
setara 1,7 3o/o dari yang dianggarkal sebesar
Rp 15O.00O.O0O,O0;

d) Pendapatan Transfer Sub Rincian objek DBH Cukai Hasit
Tembakau kode rekening 4.1.01.16.02.0O01 tereali5ssi
sebesar Rp111.526.137,00 setara dengan 620/o dari yang
dinggarka_n sebesar Rp 1 80. 635. I 88,OO;

e) Pendapatan Transfer Rincian Objek Dana Transfer
Khusus-DAK Non Fisik Sub Rincian objek DAK Non Fisik
Tamsil Gurr PNSD kode rekening 4.2.OL.OL.O4.OOO5
rerealisasi sebesar Rp1.430.574.321,OO setara dengan
66To de;.i yang dianggarkan sebesar Rp2.l6Z.2SO.0OO,00;

f) Pendapatan Transfer Rincian Objek Dana ,I.ransfer

Khusus-DAK Non Fisik Sub Rincian objek DAK Non Fisik
Dana Perlindungan perempuan dal Anak kode rekening
4.2.O I.O 7.04.0022 terealisasi sebesa_r Rp229.2O5. 1OO, O0
setara derrgan 52% dan yang dianggarkan sebesar
Rp438.800.000,0O;

c. Terdapat Target Pendapatal Daerah yang tidak terealisasikan
pada Badan Pengelola Keuangal Daerah, pendapatan Transfer
Rincian Objek Darra Transfer Khusus-DAK Non Fisik Sub
Rincian objek DAK Non Fisik BOKKB-pengawasan Obat dan
Makanan kode rekening 4.2.O 1.O1.O4.00 12 dianggarkan sebesar
Rp338.918.OoO,OO;

d. Terdapat target pendapatan daerah yang terealisasi tetapi tidak
dianggarkan, pada:

Badan Pengelola Keuangan Daerah

a) Pendapatan dari Lainlain PAD yang Sah dengan Sub Rincian
objek Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor Kendaraan Bermotor penumpang kode rekening
4. l.O4.O 1.A2.O055 terealisasi sebesar Rp 1 2 7.230. 694,00;

b) Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah dengan Sub Rincian
objek Hasil Penjualan AIat Angkutan-Alat Angkutan Da-rat
Bermotor Kendaraan Beroda Dua kode rekening
4. 1.O4.O 1.O2.OO57 terealisasi sebesar Rp73.332.894,OO;



11"

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang
akan datang agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat:
a. lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan

Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan
Daerah mempakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan
dasar hukum penerimaan, selringga sernua belanja yang
dianggarkan mem.punyai sumber pendanaan
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menj

guna mendanai
adi kewenangan

daeratt sesuai ketentuan pasal 24 ayat (41 peraturan
Pemerintah Nomor 12 'I'ahun 20 19 tentang pengelolaaa
Keuangan Daerah;

b. meningkatkan penerimaan pAD melalui intensifrkasi dan
ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daeran yang
menjadi salah satu instrumen fiska1 datam membangun
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

c. melakukan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah untuk menata anggaran apabila terdapat
perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan
daerah, sesuai dengan ketetrtuan pasal 162 ayat (1) peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BEI,ANJA DAEP.AH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Angg aran 2023 sebesar
Rp984.409.205.393,80 atau setara dengan 96,Z80/0 dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.017.174.38S.750,00 dengan rincian
sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp4 13.304.42 3.2 O2,OO
atau setala dengan 95,53% dari yang dianggarkan sebesar
Rp432 656.812.a43,OO. Berdasarkan data 5 (tima) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja pegawai ada-lah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp)

2

Realisasi (Rp)

3 4

2019

2020

438.988.O59.702,OO 4t5.872.475.t22,OO 94,73

424.325.254.536,00 91,19
92.88

465.3t9.922.931,51
202 | 430.408. 09s.9 t4,OO
2022 412.755.O49.674,OO

432 .656 .872.8,+3. 00
395.256.776.924,OO 95,76

2023 95,53

%

4r3.304.423.702,00

I

399.752.460.193,95
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2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar
Rp243.673.449.949,8O atau setara dengan 95,690/o dariyatrg dianggarkan sebesar Rp254.637.Ogl.6ZZ,OO.
Berdasarkan data S (lirna) tahun terakhir Anggaran dan
Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana
tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun

|)
41

2019 303.O27 .46a.O70,oc 247 300.408.320,1O 94,81

213.180.086.4s9,85 198.7s8.705.807,84 93,24
307.589.A22.121,OO 2a3.r44.415.580,OO 92,O5

293..591.618.382,05 93,00

2020

2027
2022
2022

Anggaran (Rp) ,yo

315.702.O49.754,OO

254 .637 .08t.677 ,OO 243.673.449.949,80 95,69

3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp3.5S5.499.O62,OO atau
setara dengan 95,55% dari yang dianggarka:,r sebesar
Rp3.72O.929.625,00,00. Berdasarkan data 2 (dua) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
adalah sebagaimana tercantrrm dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

J

Yo

1 4
2022 4 .469 .946.O2r ,OO 91,2.2
2023 95,5s

4.900.0c0.000,00
3.720.929.625,OO 3.55s.499.062,00

4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp32.310.714.7gg,00 atau
setara dengan 99,11% dari yang dianggarkan sebesar
Rp32.5O1.367.155,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun
1

2019
2020

16.954.115.000,oo
15.419.867.900,00
23.442.201.827 ,OO

95,44
95,7913.493.585.000,00

2021 22.250 .295.549,O0 94 92
2022 19.713.340.072,00 19.513.947.922,00
2023 99,71

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
2

5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar
Rp244.550.000,00 atau setara dengan 83,ZSo/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp292.00O.000,O0. Berdasarkal data
5 (lima) tahun terakhir Anggaran dal Rea_lisasi Belanja
Bantuan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel sebagai berikut:

2

.)

o/o

4

Realisasi (Rp)

2

16.180.765.800,O0

98,99
32.601 .367. 155,OO 32.3 10.7 14.788,OO
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TaI.un Realisasi (Rp)
1 c 3

2019 250.OO0.ooo,oo 250.000.000,oo
2020 250.000.000,00 250.000.000,00

o/o

4
100,oo
i00,00

202t 4 .ro7 .790.OOO,OO 3.971.038.600,00
2022 2.336.989.000,oo 1.926.261.500,oo

96,57
42,42

2023 244.550.000,00 83,75

Anggaran (Rp)

292.000.000,00

Anggaran (Rp)

2022 92,ta
2023 118.299.s 12.35s,00 98,91

b) Belanja Tidak Terduga
Realisasi Belanja Tidak Terduga Ta_hun Anggaran 2O23 sebesar
Rp1.508.132.360,00 atau setara dengan 93,49yo dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1.6 1 3. 1 4 1.895 dibandingkan dengan
rea-lisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp2.4 17 .830.965,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan dari
Tahun Anggaral sebelumnya.

c) Belanja Transfer
Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp 172.805.009.400,00 atau setara dengan 99,6|yo dari yang
dianggarkan sebesar Rp173.353.540.200,00 dibandingkar
dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggpran 2022
sebesar Rp172.329.83 J..9OO penetapan target Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2O23 tersebut lebih besar dari Tahun
Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja
Transfer adalah sebagai berik-ut:
1) Transfer Belanja Bagr Hasil terealisasi sebesar

Rp1.634.829.400,00 setara dengaa T4,B8o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp2. 1 83.360.200,00;

2) Transfer Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar
Rp171.170.180.000,00 setara dengan tOOo/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp I 7 1. 1 70. 180.O00,00.

.h

I
Realisasi (Rp)

2
22a.O21.306.416,OO 220.a78.333.553,99

Tahun

20t9
1

96,80140.869.506.620,002020
2021

207.470.225.774,OO
t45.484.284.767,O0
145.523.399.562,60

t32.249 .602.sO6,OO 90,90

tL7 .OO7 .426.132,O0

a) Belanja Modal
Rea-lisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar
RpLL7.OO7.426.132,00 atau setara dengan 98,91o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp I 18.299.512.35S,O0. Berdasarkan
data 5 (lima) tahun terakhir Anggaral dal Realisasi Belanja
Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai
berikut:

797.587.287.922,OO

96,a7
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2.4 IIASIL EVALUASI REAI,ISASI BELITNJA DAERAH
1. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang

diangge rkan, yaitu pada:

1) Dinas Pendidikal dan Kebudayaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik kode rekening 1.01.01.2.0g.02 terealisasi
sebesar Rp71.610.788,00 setara dengan 47,44o/o d.ari yang
diareggarkan sebesar Rp 15O.960.00O,00;

2) Dinas Kesehataa

a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu
Bersa-lin kode rekening 1.O2.O2.2.O2.O2 terealisasi
sebesar Rp50.000.000,00 setara dengan 22,560/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp22 1.666.O00,00;

b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan penyakit Menular
dan Tidak Menular kode rekening 1.02.02.2.02.25
terealisasi sebesar Rp66O.2O7.940,00 setara dengan
51,690/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.277.153.2oo,OO;

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
kode rekening l.O2.O2 .2.O2.29 tereatisasi sebesar
Rp6. 160.00O,00 setara dengan 20,53o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;

3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Sub Kegiatan Evaluasi Kineg'a Perangkat Daerah kode
rekening 5.O2.O1.2.0 L.O7 terealisasi sebesar
Rp 1.495.000,00 setara dengan 26,O2oh dari yang
dianggarkaa sebesar RpS.745.000,00;

b) Sub Kegratan Monitoring, Evaluasi, dan pe.nilaian
Kinerja Pegawai kode rekening S.O2.O1.2.O5.O5
tereedisasi sebesar RpS.015.000,OO setara dengan
54,13o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp9.265.000,00;

c) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Beban kode rekening
5.O2.O2.2.03.02 terealisasi sebesar Rp74.943.000,OO
setara dengaa 53,2|o/o dari yan.g dianggarkan sehsar
Rp140.838.000,00;

d) Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
kode rekening 5.O2.O2.2.O5.O2 terealisasi sebesar
Rp56.905.OO0,OO setara dengan 50,51% dari yang
dialggarkan sebesar Rp I 12.667.000,00;
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e) Sub Kegiatan Pengeluaran pembiayaan penyertaan
modal daerah kode rekening 5.O2.OO.0.00.00.6.2.02
terea_lisasi sebesar Rp 1.OOO.O0O.OO0,OO setara dengan
50,00olo dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.OOO.OOO.OOO,OO.

4l RSUD Alimuddin Umar

Sub Kegiatan Peningkatan Upaya promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat kode
rekening 1.02.05.2.01.01 terealisasi sebesar
Rp212.072.815,OO setara dengan 56,55% dari yang
dianggarkan sebesar RpllT5.OOO.OOO,OO;

5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencan:r,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lan-iutan bagi
perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
kew'enangan Kabupaten/Kota kode rekening 2.08.03.2.02
terealisasi sebesar Rp2 1.275. 5OO,O0 setara dengan 3 l,4O%o
dari yang dianggarkan sebesar Rp67.76 1.9OO,OO;

6) Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik kode rekening 4.01.01.2.08.O2 terealisasi
sebesar Rp582.395.258,00 setara dengan 59,6Oc/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp977. 1 1 6.6OO,O0;

7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiataa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik (UPT Disdukcapil Way Tenong) kode rekening
2. l2.O 1 .2.08.02 terealisasi sebesar Rp8.97 2.87 O,0O setara
dengan 55,39% dari yang dianggarkan sebesar.
Rp 16.2OO.00O,OO;

8) Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik kode rekening 2.15.01.2.08.02 terealisasi
sebesai Rp56.786.034,00 setara dengan 48,22o/o dari yang
dianggarkan sebeszu Rp 1 17.77O.OOO,OO;

9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dal Fungsi kode rekeiring 2.23.O1.2.O5.O9 terealisasi
sebesar Rp2.546.OO0,00 setara dengan 33,72Vo dari yang
dianggarkan sebesar Rp7. 550.000,O0;



16

10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil lvlenengah, perindustrian dan
Perdagangan

Sub Kegiatan Peningkatal pelayanan BLUD kode rekening
2.l7.Ol.2.lO terealisasi sebesar Rp19.140.000,00 setara
dengan 53,80% dari yang dianggarkan sebesar
Rp35.575.000,00;

I l) Kecamatal Balik Bukit
Sub Kegiatan Penyediaan .Iasa Komunikresi Sumber Daya Air
dan Listrik kode rekening 7.0101.2.Cg.02 terealisasi sebesar
Rp14.906.238,00 setar-a dengan 59,960/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp24.86O. 0OO,OO;

12) Kecamatan Sukau

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik kode rekening 7.OlOl.2.O8.O2 terealisasi sebesar
Rp5.520.885,00 setara dengan 16,24o/o dari yang clianggarkan
sebesar Rp I 1.940.O00,0O;

13) Kecamatan Gedung Suriah

Sub Kegiatan Penyediaan .Iasa pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 2.01.01.2.09.01
terealisasi sebesar Rp613.38O,00 setara dengan 61,94o/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp 1 .OOO.OOO,0O;

14) Kecamatan Kebun Tebu

Sub Kegiatal Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pqlak Kendaraan perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 7.O1.Ol .2.Og.Ol
terealisasi sebesar Rp613.380,00 setara dengan 61,340/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp l.OOC.00C,O0;

15) Kecamatan Bandar Negeri Suoh

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkal
Tugas dan Fungsi kode rekening 7.OI.O1.2.O5.O9 terealisasi
sebesar Rp2.500.000,00 setara dengan 33,33o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp7.500.0000,00;

16) Kecamatan Lombok Seminung

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroran gan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 7.OI.OL.2.O9.O1
terea-lisasi sebesar Rp994.925,OO setara dengan 49,7 5o/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
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3) Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi. yaitu pada:

1) Dinas Kesehatan

a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan l(esehatan Ibu
Bersalin (Air Hitam) kode rekening 1.O2.O2.2.O2.O'2 dai
yang dianggarkan sebesar Rp400.0O0,00;

b. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin (Sumber Jaya) kode rekening 1.O2.O2.2.O2.O2
dari yang dianggarkan sebesar Rp800.OO0,0O;

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatal Ibu
Bersalin (Kebun Tebu) kode rekening 1.O2.O2.2.O2.O2 dari
yang dianggarkan sebesar Rp 1.4OO.00O,O0;

d. Sub Kegiatan Pengeloiaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin (Bandar. Negeri Suoh) kode rekening
1.O2.O2.2.02.O2 dari yang dianggarkan sebesar
Rp75O.OOO,OO;

e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin (Gedung Surian) kode rekening 1.O2.O2.2.O2.O2
dari yang dianggarkan sebesar Rp9OO.OOO,0O;

f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayarran Kesehatan Ibu
Bersalin (Sri Mulyo) kode rekening |.O2.O2.2.O2.O2 dari
yallg dianggarkan sebesar Rp600.000,00;

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Kegiatarr Pemeriksaan kelayakan fungsi rumah tinggal
tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat
laik fungsi kode rekening 1.03.08.2.01.11 dari yang
dianggarkan sebesar Rp7 4.999.846,00;

3) Kecamatan Belalau

Sub Kegiatan Pendidikan cian Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi kode rekening 7.01.01.2.05.09 dari yang
dianggarkan sebesar RpS.00O.O00,O0.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang
akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat agar:

a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan rrrerealisasikan
belanja daerah dengan tetap rnemperhatikan kondisi keuangan
daerah;

b. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka
percepatan penyerapan zrnggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dal Belalja Daerah, dan melakukan
monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub
kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat
dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas
berkaitan dengan pelayanan dasar;



c. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam
konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk
meningkatkar, akrlntabilitas perencanaan anggaran dan
efektifrtas serta efi siensi penggu naan anggaran;

d. Memanfaatkan perubahan Anggaran pendapatan dan Relanja
Daerah untuk menata €rnggar€rn apabila terdapat pelampauarr
atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Ses.rrai pasal
762 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelclaan Keuangan Daerah.

2.5 PEMBIAYAAN
Realisasi Penerimaan Pembiayaal pemerintah Daerah Tahun
Arrggaran 2O23 sebesar Rp48.f 74.3aO.l9O.O4 atau setara dengan
100,00% dari y-ang dianggarkan sebesar Rp48. 174.340.190,00
berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebehrmnya.
Sedangkan Realisasi Pengeluaran pembiayaan adalah sebesat
Rp 18.9 18. 125 .24O,OO atau setara dengan 94,98o/o dar-i yang
dianggarkan sebesar Rp 19.9 18.662.620,00 dipergunakan untuk
penyertaan modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan
pembayaral clcilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar
Rp 17.9 18. 125 .24O,OO.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, pemerintah
Kabupaten Lampung Barat agar dapat mempertahankan
kecermatan da-lam memproyel:sikan target penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat
Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan
dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta
memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga
semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan
mempunyai sumber pendanaan.

1.6 SILPA
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp30.683.2 13.321,O8 menga_lami
penurunan sebesar Rp17.49L.L26.868,96 atau setara dengan
36,300/o apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp48.174.340.190,04. Sedangkan rasio SILPA
Tahun Anggaran 2O23 terhadap total anggaran Belanja Daerah
sebesar 3,01% lebih kecil dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun
Atggaran 2022.
Berdasarkan data Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja
Daerah 5 (lima) tahun t erakhir adalah sebagaimana tercantum
dalam tabel sebagai berikut :
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Ta}un Total Anggaran
Belanja

)
1. 174.O85.850.773,9a

5,470/o

7.O17.774.3a5.750,OO

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat lebih
mengoptimalk.rn penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan
penghematan belanja daerah sehingga besaran SILpA pada tahun
yang al<an datang dapat lebih optima-l.

7 NERACA

A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31
Desember 2023 sebesar Rp2.9 18. 1 50. 47O.168,48 mengalami
peningkatan sebesar Rp644.997.804.515,07 atau setara
dengan O,29oh dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar
Rp2.843. 148.27 4.683,41.

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember
2023 tersebut terdiri dari:

l. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 3l Desember 2023 sebesar
Rp92.436.350.839,98 terdiri atas:

a. Saldo Iias dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar
Rp30.858.681 .962,23 dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp25.819.O52,572,19;

b) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar
Rp4.597.603.9OO,4L;

c) Kas Dana Bos sebesar Rp281.L32.047,63;

d) Kas Lainnya sebesar Rp 15.842.20O,O0;

e) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp145.051.242,0O

1

1

SILPA

Rasio
SILPA

terhadap
Total

Anggaran
Belanja
Daerah

3 4

I zs.zsr.oseooz 3z
2020 i.051.835.350.475,51
202t 1 .O97 .t81 .392. 100,06 56.959.356.108,81 5,19o/o
2022 1. 140.035.4.72.7 a9,OO 48.t74.340.190,O4 4 ,220/o
2(]23 I-o.683.2 r3.321,O8 3,Otvo

2019 3,OOo/o

57 .625.748.52A,t7
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b. Saldo Hutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31
Desember 2023 sebesar Rp61.253.807.135,80
mengalami peningkatan sebesar Rp4O.976.689.9qS,3 1

atau setara dengan 2O2,O8yo dibandingkan Tahun
Anggarar 2O22 sebesar Rp2O.277.7 17. 140,4;

Berkenaan dengal saldo piutang pada hurr.f b), Kuasa
BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta
melakukan penagihan Piutang Daerah. Dan Kepala
Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran
agar mengelola Piutalg Daerah yang menjadi tanggung
jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya
sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) hurufj dan k
dan pasal 1O Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintel. 12
Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2023 saldo
penyisihan piutang sebesar Rp13.464.942.O 16,30;

c. Nilai Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023
sebesar Rp13.O81.25O,OO mengalami penurunan
sebesar Rp7O.O22.O78,00; atau setara dengan 84,26%
dibandingkan dengan niiai Bebaa dibayar dimuka per 31
Desember 2O22 sebesar Rp83.O83.328,OO.

d. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 13.7 7 5.7 22. 508,2 5 mengalami peningkatan sebesa.r
Rp2.955.787.4O4,2O atau setara dengan 27,32%
dibandingkan dengan sa_ldo persediaan tahun
sebelumnya per 3 1 Desember 2022 sebesar
Rp10.819.935.104,05;

Terhadap nilai persediaan sebagai mana tersebut di atas,
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus
melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan
persediaan, terutanra pada persediaan yang memiliki
sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan
kembali/ kadaluwarsa pada tahun mendatang dan
merencalakan €rnggarzrn belanja barang habis pakai dan
persediaan bahan / materia I sesuai dengan kebutuhan
riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yarrg akan
diserahkan kepada pihak ketiga / masyaralat,
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera

mengambil langkah-langkah untuk melakukan
penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



21

2. Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang pemerintah Kabupaten Lampung
Barat per 3 1 Desember 2O23 sebesar Rp4l .33O.2 13 .725,66
menga-lami penurunar sebesar Rp625.657.0gg,91 atau
setara dengan 1,49o/o dlbandingkan dengarr nilai investasi
jangka Panjang per 3l Desember 2022 sebesar
Rp4 1.955.870 .8 14,57, terdiri dari:

a) Investasi Jangka Panjang Non permanen berupa Dana
Bergulir per 3l Desember 2023 sebesar
Rp438.454.3O9,0O;

b) Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan
Modal sebesar Rp40.89 1.759.4L6,66, terdapat pada:

a. Perumda Limau Kunci per 3l Dessember 2023
sebesar RpS.O54.2OO. 69 1,46;

b. perseroda pssa gi Mandiri per 31 Desember 2023
sebesar Rp7 .425.224.594,00;

c. Pf BPRS Lampung Barat per 3l Dessember 2023
sebesar Rp10.7O4.6 14 . 13 l,2O;

d. PT Bank Lampung per 3l Dessember 2023 sebesar
Rp17.707 .720.000,0C;

Untuk tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat dalam melakukan investasi agar
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2072 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2Ol7 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pernerintah Kabupaten Lampung Barat per 3 I
Desember 2023 sebesar Rp2.558.944. 191.578,45
mengaiami peningkatan sebesar Rp 18. 19 i .735 .7 28,82
atau setara dengan O,7lo/o dibandingkan dengan Aset Tetap
per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.54O.752.455.849,63.

Berdasarkal hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan
datang agar Pemerintah Kabupaten Lampung Ba::at dapat
terus meningkatkan pengendalian atas pengelola€rn aset
tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka
penyelerrggaraan pelayarran publik dan merupakan
kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

4. Aset Lainnva

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31
Desember 2023 sebesar Rp225.439.7 14.024,39 mengalami
peningkatan sebesar Rp41.2OO.i1O8.735,39, atau setara
dengan 22,360/o dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31
Desember 2022 sebesar Rp184.239.405.289,00.



Aset Lainnya terdiri dari :

a. Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp3.S08.157.92ap9;
b. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.667.996.371,00;

c. Aset Lain-lain sebesar Rp2lZ .47l.O|2.3OO;
d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar

Rp2.870.439.575,00

e. Dana Transfer Treasunr Deposit Facility (TDF) sebesar
Rp3.662.987.000,00.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, agar
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat melak-ukan
tindak lanjut penyelesaian terhadap Tagihan TpTGR dan
Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca pemerintah
Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2O23 sebesar
Rp64.280.885.819,15 berkurang sebesar
Rp12.092.515.066,66 atau setara dengan 1S,g3%
dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 3l Desember
2022 sebesar Rp76.373.a00.82S,81, terdiri dari :

1. Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (pFK) sebesar
Rp172.538.2O2,I5;

b. Utang Bunga set:esar Rp49.299.SSZ,OO
c. Bagian Lancar Utang Jalgka panjang sebesar

Rp 17.918.063.340,00;
d. Pendapatan Dlterima Dimuka sebesar

Rp3.43O.68O.684,Oo;
e. Utang Belanja sebesar Rp7.983.610.756,0C
f. Utarrg Jalgka Pendek Lainnya sebesar

Rp383.741.686,00

2. Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang kepada Lembaga
Keuarrgan Bukan Bank sebesar Rp34. 342.95 1. 595,00

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah l{abupaten
Lam pung Barat harus segera menyelesaikan seluruh
keu,ajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas
dalam Penyusunan Anggarari Pendapatal dan Belanja. Daerah
tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar
berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara.
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2.A LAPORAN OPERASTONAL (LOl PEIDAPATAI{-LO
Rea-lisasi Total pendapatan-LO pemerintah Kabupaten Lampung
Barat Tahun Anggaran 2C23 adalal. sebesar
Rp936.480.58I.676,54 mengalami peningkatan sebesar
Rp29 .227 .932.669 17 atau setara dengan 3,22o/o dai Total
Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp9O7 .252.649.OO7,37. Adapun rincian realisasi Total
Pendapatal- (LO) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp71.088.470.900,54 mengalami peningkatan sebesar
Rp 1 O.760.O63 .526, 12 atau setara dengan lZ,g4\o
dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp60.328.407 .37 4,37 . pendapatan Asli Daerah_(LO)
tersebut terdiri dari:

1) Pendapatan pajak Daerah-(LO) Tahun Anggar an 2023
sebesar Rp14.870.851.262,OO mengalami peningkatan
sebesar Rp459.100.452,00 atau setara dengan 3,19% dari
Penrlapatan Pajak Daerah-(LO) ,fanu n Anggaran 2O22
sebesar Rp 14.4 1 1.751.3 10,00 dan lebih rendatr O,77o/o
apabila dibandingkan dengan Anggaran pendapatan pajak
Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Ncmor 3 Tahun 2023 tenlang
Perubahal Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

2) Pendagatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2O23
sebesar Rp2.356.222.250,00 mengalami pen,ngkatan
sebesar Rp67.886.467,50 atau setara dengan 2,92o/o dat'-
pendapatan Retribusi Daeratr-(LO) Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp2.288.335.282,50 dan lebih rendah l,97yo
apabila dibandingkan dengan angg€rran pendapatan
Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan da_lam peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahal Anggaran pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO)
Tahun Anggaran 20'23 sebesar Rp4.895.g41.92O,94
mengaiami penurunan sebesar Rp4a3.849.796,99 atau
setara dengan 8,99/o dari pendapatan Hasil pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp5.379.69 1.7I2 ,82 dan lebih rendah
13,4Oo/o apabila dibaldingkan dengan angg€rrErn
pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggarat 2023;
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4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaraa 2023
sebesar Rp48.965.5S4.967,60 mengalami peningkatan
sebesar RplO.76O.O63 .526,17 atau setara dengan lZ,g4o/o
dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2O22
sebesar Rp38.248.628.564,05 dan lebih tirrggj lS,Z2%o
apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain pAD yang
Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 Lentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggarran2023;

b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaral 2O23 sebesar
Rp842.338.382.554,OO mengalarni peningkatan sebesar
Rp12.328.670.647,OO atau setara dengan 1,49o/o dari
Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp830.009.71 1..9O7,OO Pendapatan Transfer,(LRA) tersebut
terdiri dari:

1) Pendapatan Tralsfer Pemerintal'r pusat-(LO) Tal.un
Anggaran 2023 sebesar Rp7 39.244.658.525,00 mengalami
penurun€rn sebesar Rp 13.327.315.5 14,00 atau setara
dengan 1 ,7 8o/o dari Pendapatan Tralsfer pemerintal" pusat_
LO 'Iahun Anggaran 2022 sebesar Rp758.238.340.O39,00
dan lebih rendah l3,lo% apabila dibandingkan dengan
anggaran pendapatan Transfer Pemerintah pusat-(LRA) yarrg
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Nomor 3 Talrun 2O23 tentang perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp1O3.093.724.O29,OO mengalami
peningkatan sebesar Rp3 1.322.352.161,00 atau setara
dengan 43,640/o dari Pendapatal Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp7 I .7 7 1 .37 l. 8 6 8, 00 dan lebih tinggi 4 1,6 4% dibandingkan
dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.

. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran
2023 berupa Pendapatan Hibah (LO), sebesar.
Rp23.053.728.222,OO mengalami peningkatal sebesar
Rp6.139.198.496,00 atau setara dengan 36,300/o dari Lain-lain
Pendapatan Daerah Yarg Sah-(LO) Tahun Anggga:an 2022
sebesar Rp I 6.9 14.529 .7 26,00. Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaral 2023 tidak terdapat
anggar€rn Pendapatan Ilibah-(LRA).

C
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Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang
merupakan hal< Pernerintah Daerah Tahun Anggaran 2(o23 yang
belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi piutang pada Neraca
Tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah me.njadikan
Lapora-n Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen
dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan
Daerah, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Penyrrsunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan peraturan
Bupati tentang Penjabaral Pertanggungjawabao pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat
teknik penyusunan produk hukum d aerah (legal drafting) yang perlu
disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peratura-n Perundang-Undangan sebagaimana telatr
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-tJndang Nomor 13 Tahun
2023, yattu:
I. Ralcangan Peraturan Daerah

1. Diktum Mengingat
a. angka 7 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negar:a Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Norror 3 Tahun 2O24 (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahal Lembaran Negara
Republik Indorresia Nomor 69),41: .

b. angka 36 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2O18 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minima-l SuLr Urusan Kebalaran Daerah
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1619);

c. angka 39 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
t78t);

d. angka 42 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
0a)0-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Invenl-arisasi Pemutakhiran Klasifrkasi, Kodelikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembalgunan Dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023:
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e. tambahkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifrkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaalr
Pembangunan dal Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
dengan adanya perubahan dasar hukum, ma-ka pencantumannya
disesuaikan derrgan hirarki peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran
a. Lampiran L l

penulisan pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran
diubah menjadi:
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR......TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Sesuai ketentuan lampiran II Undzrng-Undang Nomor 12 Tahun
201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 3 Tahun 2022, lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran VII
1) Tambahkan judul lampiran:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2) Judul sistematika penulisan Bab VII diubah sesuai dengan
format yang tercantum pada Lampiran Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796lKeuda Tanggal 30 April
2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Pertanggungiawabar, Pelaksanaan Arggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggar an 2023.

3) Nama ternpat dan tahun pada lembar penandatanganan di pojok
kanan bawah lampiran dihapus.

c. Lampiran XVI, frasa Tahun Anggaran 2C23 pada judul lampiran
diubah menjadi frasa per 31 Desember 2023.

d. Lampiran XIX, frasa Tahun Anggaran 2023 pada jrrdul lampiran
dihapus.

II. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran mengingat dl5ssqaik6n dengan koreksi pada rancangan
peratuian daerah.

2. Batang Tubuh.
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Pasal 1 angka 2 huruf b angka 6, frasa belanja modal aset lainnya
diubah menjadi frasa belanja modal aset tidak berwujud.

3. Lampiran

a. Lampiran I
Judul lampiran diubah menjadi RINGKASAN LAPORAN REALISASI
AIJGGARAN.

b. Judul lampiran I.1

Frasa Tahun Anggaran 2023 pada judul lampiran dihapus.

III. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen penyampaian, pembahasan clan persetu3.uan
bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta penyampaian dokumen
Rancangan Per:aturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 kepada Gubernur telah sesuai dengan talrapan dan jadwal yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Lain-lain

Penulisan lembar pengundangan Peraturan Daerah agar dicantumkan
secara lengkap sampar dengan Tambahan lembaran Daera]r, mengingat
setiap Peraturan Daerale harus diberi penjelasan sesuai ketentuan algka
I74 Lanpiraa II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telatr beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tatran 2022.

V. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAI{ PEMERIKSA KEUAITGAN
(LHP BPKI

1. Terdapat kesesuaian Ralcangan Peraturan Daerah tentang
Pertar ggungiawabal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dal Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
368 I LHP I XVilLBLP / 05 / 2024.

2, Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat agar terus mempertahankan konsistensi antara
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Eelanja Daerah dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaraa Pertanggungfawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan LHP BPK
Nomor 368/ LHP/XVIII.BLP / OS / 2024.
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3. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK Nomor
3 1 B/ LHP/XVLIL.BLP / OS I 2024 yang belum sesuai/ selesai dari Tahun
2OO5-2O23 sebanyak 1OO rekomendasi. Terhadap ternuan BPK yang
belum sesuai/selesai Pemerintah Kabupaten l,ampung Barat agar
segera menindallanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pj. LAMPUNG


